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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

di wilayah hukum Poresta Yogyakarta, maka Polresta Yogyakarta selama 

tahun 2010 telah menangani 13 kasus, akan tetapi 8 kasus dicabur 

laporannya dan 1 kasus tidak ditindak lanjuti karena tidak terpenuhinya 

unsur pidana, dan 1 kasus tersangka melarikan diri sehingga masuk dalam 

daftar pencarian orang. Pihak kejaksaan memproses 3 kasus yang telah 

masuk berdasarkan BAP dari kepolisian dan melakukan penuntutan, 

setelah adanya penuntutan dari pihak Kejaksaan, maka pihak Pengadilan 

Negeri telah memproses 3 kasus yang masuk dan telah diputuskan 

hukumannya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga antara lain, minimnya saksi karena 

keengganan dari para saksi untuk terlibat dalam proses peradilan pidana, 

kejadian yang menimpa korban terlambat dilaporkan sehingga Polisi 

kesulitan dalam mengumpulkan saksi dan bukti-bukti serta visum et 

repertum yang dapat menunjang keterangan saksi (korban) sering tidak 

dimiliki oleh korban. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindak kekerasan agaknya tidak akan 

pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tindak 

kejahatan lainnya. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, 

prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat 

direduksi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang dapat 

diusulkan, semuanya kembali berpulang pada warga masyarakat sendiri. 

Tanpa adanya partisipasi publik, tidak akan pernah ada perubahan. Untuk 

dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini, peran pembuat 

kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang ada di tingkat yang 

paling tinggi sampai yang paling rendah, terutama pemilik kekuasaan 

diskresi (discretionary power). Apabila segmen ini saja tidak mempunyai 

compassion terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, 

masalah ini tidak akan pernah diselesaikan. 

2. Diperlukan upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta 

perempuan sendiri untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam 

komunitas mereka sendiri. Lembaga penyantun korban kejahatan 

semacam ini yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia juga akan 

membantu kaum perempuan. 
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